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ABSTRAK 

 

Di dalam agama Islam, kegiatan prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan 

zina. Zina menurut agama Islam adalah dosa besar. Oleh karena itu pemberian 

hukuman bagi para pelaku zina dengan hukuman cambuk delapan puluh kali dan  

hukuman rajam. Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam 

landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep 

khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. 

Dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah daerah wajib melindungi 

masyarakat dari berbagai kerusakan dan kemaksiatan. Kebijakan pemerintah 

daerah harus dapat dilaksanakan oleh para aparatur penegak hukum agar dapat 

diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan/undang-undang, sehingga akan 

tampak jelas sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar aturan tersebut. Hal inilah 

yang sertidaknya menjadi problem dalam riset ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian field research atau penelitian lapangan 

yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah Studi lapangan yang meliputi observasi 

secara langsung dan wawancara terhadap para obyek terkait dengan 

pendeskriptifan kata-kata lisan yang diperoleh dari para obyek penelitian. Studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan 

literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah 

kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji suatu fenomena secara 

mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat 

agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

masalah tertentu seperti penanggulangan pekerja seks komersial dalam Islam. 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu 

berlandaskan Al-Qur’an dan al-Hadis. 

Setelah dilakukan penelitian, bahwa dalam upaya penanggulangan praktek 

prostitusi di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah setempat ternyata belum efektif, karena masih terlihat jelas aktifitas 

para PSK disekitar wilayah Wates dan penangan terhadapnya belum serius. 

Menurut penyusun, mengingat persoalan pelacuran adalah permasalahan yang 

multi perspektif. Pemerintah Kabupaten Kulon progo yang bergerak melalui Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dan sat Pol PP 

harus dapat bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya agar terwujudnya peran 

aktif, kontrol sosial dan kedisiplinan antar masyarakat Kulon Progo dan para 

aparatur penegak hukum dengan merujuk aspek keadilan tanpa padang bulu dalam 

penindakan hukum tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan 

pekerja seks komersial adalah pemeberian sanksi yang tegas bagi para pelaku 

perzinaan tersebut agar melindungi kehormatan manusia,menjadikan masyarakat 

aman dan tentram. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 bā’ b be ب

 tā’ t te ت

 sā ś es (dengan titik di atas) ث

 jīm j je ج

 hā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 khā’ kh ka dan ha خ

 dāl d de د

 zāl ź zet (dengan titik di atas) ذ

 rā’ r er ر

 zai z zet ز

 sīn s es س

 syīn sy es dan ye ش

 sād Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 zā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas' ع

 - gain g غ

 - fā’ f ف
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 - qāf q ق

 - kāf k ك

 - lām l ل

 - mīm m م

 - nūn n ن

 - wāwu w و

 - ħā h هـ

 hamzah ‘ Apostrof ء

 - yā’ y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 Ahmadiyyah  اَحْمَدِيَّة 

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jamā’ah  جَمَاعَة 

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 ’ditulis karāmatul-auliyā كَرَامَةُ انْؤَوْنِيآء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda hubung (-) di atasnya. 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan yā mati ditulis ai 

 Bainakum  بَيْنَكُم
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2. Fathah dan wāwu mati ditulis au 

  Qaul  قَوْل

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof (ʻ) 

 A’antum أَأَنْتُمْ

 Mu’annaś مُؤَنَث

H. Kata sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

آنانْقُرْ   ditulis Al-Qur’ān 

  ditulis Al-Qiyās  انْقِيَاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’As-samā  اَنسَّمَاء

 Asy-syams  اَنشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

  ditulis Żawi al-fuŕud ذَوِى انْفُرُوْض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis Ahl as-Sunnah  اَهْمُ انسُّنَة

 ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām شَيْخُ انْاِسْلَام
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MOTTO 
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PERSEMBAHAN 

 

 Orang Tua yang tak kenal lelah menanyakan “Kapan 

Kamu Lulus nak?”. Akhirnya saya lulus Pak! Buk! Terima 

kasih atas dukungan moril dan materil. 

 Bapak Pembimbing yang selalu sabar membimbing saya, 

hingga selesai penyusunan skripsi ini. 

 Almamater tercinta Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, selama 2 tahun KP-

JOGJA saya tempuh setiap hari. 

 Teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah 2010 yang 

selalu memberikan spirit dan keceriaan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan lahan 

pekerjaan yang memadai mengakibatkan banyak sekali permasalahan. Salah satu 

permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah munculnya 

pengangguran. Keadaan ini  menyebabkan kemiskinan yang sangat berpengaruh 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak dari keadaan ini memunculkan 

berbagai kegiatan di kalangan masyarakat yang dianggap mereka mudah untuk 

mendapatkan materi berlimpah. 

Salah satu kegiatan yang dianggap para pengangguran sebagai pekerjaan 

mudah dengan berlimpahan materi yang didapatkan yaitu dunia pelacuran. Profesi 

ini usianya sangat tua dan tumbuh subur sejak abad ke 19 akan tetapi 

keberadaanya masih jaya hingga saat ini. Catatan peradaban besar dunia 

memperlihatkan bahwa, pada mulanya seks dianggap suatu yang dibenci, seiring 

dengan kemajuan peradaban bangsa, seks menempati hampir semua bidang 

kehidupan, inilah yang dapat ditangkap dari pemaparan Maududi (1993) dalam Al 

Hijab.
1
 Pelacuran merupakan perkerjaan yang sudah menjadi lazim bagi mereka 

yang melakukannya dan dijadikan suatu pekerjaan pokok bagi mereka, bahkan 

terdapat tempat yang memberikan izin menyediakan sarana prasarana kegiatan 

                                                           
1
 Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, 

(Yogyakarta: UII Press), hlm. 7. 
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tersebut agar dapat terus beroperasi tanpa adanya kendala dari masyarakat 

setempat.  

Dalam bukunya Kartini Kartono
2
, di kalangan masyarakat Indonesia, 

menjadi Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disingkat PSK) dianggap negatif, 

karena mereka telah menyewakan atau menjual tubuhnya agar dapat memenuhi 

nafsu para pihak yang membutuhkannya dengan kata lain pelacuran juga 

merupakan tingkah laku lepas batas tanpa kendali dan cabul, karena adanya 

pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas 

kesopanan. 

Dijelaskan oleh Ratna Batara Munti
3
 bahwa memuaskan hasrat biologis 

dengan menggunakan jasa pelacur juga dipandang lebih murah dan mudah 

dikarenakan tidak harus terikat dalam sebuah lembaga perkawinan. Tuntutan 

globalisasi membawa perubahan tidak hanya pada tataran makro ekonomi politik, 

tetapi juga ditingkat mikro, khususnya pada tatanan seksualitas. Pertumbuhan PSK 

bahkan semakin memasuki strata masyarakat bawah hingga para elit masyarakat. 

Dari pedesaan, kota-kota kecil hingga kota-kota besar. Perkembangan ini akan 

selalu mengikuti periode zaman yang ada. 

                                                           
2
 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 208. 

 
3
 Ratna Batara Munti,” Demokrasi Keintiman Seksualitas di Era Global”, (Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2005), hlm. 2. 
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Menurut Thanh-Dam Truong
4
 ada beberapa kajian kontemporer mengenai 

pelacuran yang memperlakukan subjek tersebut sebagai satu aspek tingkah laku 

seksual manusia yang ditentukan oleh anatomi manusia. Banyak wanita menjadi 

pelacur, hal ini semata-mata mereka lakukan bertujuan untuk mendapatkan 

bayaran setelah apa yang ia kerjakan yaitu menyerahkan dirinya agar dinikmati 

para lelaki hidung belang, dengan harapan dapat memenuhi kesulitan ekonomi, 

sosial, politik, dan budaya mereka. Sekalipun perbuatan ini dianggap rendahan, 

buruk atau hina oleh agama, hukum, dan kalangan masyarakat umum, akan tetapi 

hal ini tidak mengurangi keingininan mereka untuk terjun dalam bidang tersebut.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pelacuran memberikan konstribusi 

yang tidak sedikit bagi perekonomian. Hal ini terbukti bahwa pelacuran yang 

dahulunya hanya bersifat tertutup, sekarang dijadikan sebuah bisnis yang 

menjanjikan. Kegiatan ini semakin lama menjadi terorganisir membentuk suatu 

badan usaha yang menguntungkan dalam kegiatan-kegiatan gelap. Menurut 

Soedjono
5
, Pekerja Seks Komersial (PSK) atau yang sering disebut pelacur banyak 

berasal dari klas rendahan, di mana biasanya kebutuhan materiil hidupnya adalah 

relatif cukup, namun hidupnya suram, dan keinginannya untuk mendapatkan 

pakaian dan permata merupakan sebab hingga menyebabkan mereka terjerumus. 

Fenomena semacam ini dapat ditemukan di sekitar wilayah alun-alun Kota 

Wates Kabupaten Kulon Progo. Menjelang sore hari kawasan ini sangat ramai oleh 

                                                           
4
 Thanh-Dam Truong,’’ Seks, Uang Dan Kekuasaan”, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 29. 

 
5
 Soedjono, Pathologi Sosial, (Bandung: Penerbit Alumni, 1974), hlm.. 102. 
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kaum muda-mudi, orang tua, anak-anak, dan pasangan yang lainnya yang mana 

semakin malam semakin menyilaukan mata. Letak wilayahnya tidak jauh dari 

pantai Glagah. Walaupun kawasan ini tidak terdapat lokalisasi akan tetapi banyak 

para PSK yang menjajakan dirinya disekitar alun-alun Wates. Karena lokasinya 

yang tidak jauh dari tempat pariwisata, dan dekat dengan stasiun maka alun-alun 

ini menjadi tempat strategis untuk dijadikan tempat bertransaksi, kebanyakan dari 

mereka lebih memilih losmen-losmen di dekat pantai untuk melampiaskan hasrat 

kebinalannya.  

Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Pol PP Bapak 

Riyanta
 
 menyatakan bahwa: 

           “setiap menjelang sore hari para pelacur itu silih berganti datang di sekitaran 

alun-alun Wates hingga larut malam. Para pelacur ini didominasi oleh kaum 

ibu-ibu, waria, dan sedikitnya para ABG. Tempat alun-alun dijadikan untuk 

bertransaksi diri kepada para pelanggannya. Tidak akan operasi razia apabila 

tidak ada perintah dari atasan Mbak, para PSK tetap leluasa untuk berada di 

tempat itu tanpa harus takut untuk ditangkap. Lantaran belum memiliki perda 

pelacuran, Satpol PP Kulon Progo belum bisa menindak tegas baik pekerja 

seks komersial maupun pasangan mesum yang terjaring razia”.
6
 

  

 

Dalam hal ini peran pemerintah daerah menangani praktik prostitusi sangat 

diharapkan semaksimal mungkin sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan 

dapat mengurangi praktek prostitusi ini. Upaya ini dapat berjalan lancar apabila 

masyarakat dan para penegak hukum secara tegas dan ikut berperan mendukung 

peran pemerintah serta menjalankan aturan hukum dengan baik. Kebijakan 

                                                           
6
 Wawancara kepada Bapak Riyanta anggota Sat Pol PP Kab. Kulon Progo, 7 Oktober 2013, 

pukul 18:47 wib. 
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pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan harus lebih 

ditingkatkan kembali agar turut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi 

praktek prostitusi yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi persoalan adalah mengapa pekerja 

seks komersial di wilayah Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat?, oleh 

karena itu penulis tertarik mengangkat tema tentang ’’Implementasi Kebijakan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam 

Menanggulangi Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana sistem penanganan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui jenis penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait maraknya Pekrja Seks Komersial di 

Kabupaten Kulon Progo. 
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b. Untuk mengetahui keefektivitasan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo terkait penanggulangan PSK dan 

mengetahui pandangan Islam terhadap PSK. 

2. Kegunaan 

Kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis yang didapat dari 

penelitian ini adalah :  

a. Kegunaan Teoritis 

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya tentang 

pertimbangan kebijakan Pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK)  . 

2. Memberikan alternatif pemikiran kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo mengenai kebijakan-kebijakan 

dalam menanggulangi Pekerja Seks Komesial yang dilakukan di wilayah 

Kulon Progo. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai kehidupan seorang pekerja seks komersial yang juga 

berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait agar dapat 
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ikut serta mencegah peningkatan jumlah PSK di wilayah Kabupaten 

Kulon Progo. 

3. Dapat memberikan alternatif pekerjaan yang konkrit dan layak bagi 

para PSK. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penulis membaca karya Syariful Hidayatulloh, “Pemahaman Agama Islam 

Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus PSK Lokalisasi Komplek Kedung 

Banteng Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.
7
 

Skripsi ini mengkaji tentang pemahaman agama Islam pada pekerja Seks 

Komersial (PSK) yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran agama 

Islam, PSK terhadap perilaku keseharian mereka sebagai wanita tuna susila, serta 

mengetahui sejauh mana mereka memahami peraturan-peraturan agama yang 

melarang komersialisasi seksualitas. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis 

lebih difokuskan pada penanganan yang diberikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terkait dalam memberikan wadah dan sosialisasi untuk para PSK. 

Penulis membaca skripsi karya Ani Marhaeni, “Perilaku Keberagaman Di 

Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Desa Legon Wetan Kecamatan Legon Kulon 

                                                           
7
 Syariful Hidayatulloh, “Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus 

PSK Lokalisasi Komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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Kabupaten Subang”.
8
 Skripsi ini mengkaji tentang norma-norma agama yang 

mereka anut, bermacam faktor yang menyebabkan mereka terjerumus menjadi 

PSK. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis lebik fokus pada kontribusi 

Islam terhadap penanggulangan PSK, dan sebab akibat dari kegiatan pelacuran ini. 

Penulis membaca karya Musahwi, “Komodifikasi Seks dan Ritual di 

Parangkusumo Yogyakarta”.
9
 Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana seks dalam 

kepercayaan dan ritual di Parangkusumo, implikasi kegiatan pelacuran bagi 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Parangkusumo. Sedangkan dalam 

penelitian yang saya tulis membahas tentang fenomena seks bebas di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo yang dilatarbelakangi oleh kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat Kulon Progo. 

Penulis membaca karya Endang R Sedyaningsih-Mamahit, “Perempuan-

perempuan Kramat Tunggak”.
10

 Buku ini mengkaji tentang problem seorang 

perempuan di Kramat Tunggak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak 

sehingga memicu mereka untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. 

Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis membahas tentang sebab-akibat yang 

melatarbelakangi pekerja seks komersial bermunculan di wilayah Kulon Progo. 

                                                           
8
 Ani Marhaeni, “Perilaku Keberagamaan Di Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Desa Legon 

Wetan Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 

 
9
 Musahwi, “Komodifikasi Seks Dan Ritual Di Parangkusumo Yogyakarta”. Skripsi tidak 

diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011. 

 
10

 Endang R Sedyaningsih-Mamahit, “Perempuan-perempuan Kramat Tunggak”. (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1999). 
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E. Kerangka Teoretik 

Menurut Kartini Kartono
11

, pelacuran merupakan bentuk penyimpangan 

seksual, di mana terdapat dorongan seks yang tidak wajar. Dengan mana relasi 

seks itu sifatnya impersonal, tanpa afeksi, dan emosi. Seks dijadikan bahan 

dagangan sehingga terjadi komersial seks, berupa penukaran kenikmatan seksual 

dengan benda-benda/materi dan uang. Menurut Encyclopadia Britanica (1973-

1974), pelacuran dapat didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat, 

yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan 

upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur utama, yaitu: 

pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. 

Di Indonesia Wanita Malam (PSK) di pandang sebagai suatu perbuatan yang 

buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Mereka kerap dihina, dicaci maki, 

bahkan jadi cemoohan bagi semua orang yang benci terhadap mereka, tidak hanya 

merusak ketertiban sosial mereka juga dianggap telah melecehkan agama. Di 

dalam agama Islam, kegiatan prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan zina. Zina 

menurut agama Islam adalah dosa besar. Ada beberapa zat yang menjelaskan 

tentang hukuman bagi orang yang berzina
12

 yaitu: 

                                                           
11

 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal ( Bandung:Alumni, 1981), hlm. 165-166. 

 
12

 An-Nur (24): 2. 
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 فی رافۃ بہوا کن خذ تا ولا ۃ جلد ئۃ ها هٌھوا حد وا کل جلدوا فا والزاًی ۃياً الز

 الوو هي فۃى طا عذابھوا پشھدول خزالا والپوم اللہ با توهٌوى کٌتن اى اللہ یيد

  هٌيي

Dalam urutan syariat Islam zina juga tergolong dosa besar yang ketiga maka 

Islam melarang dengan tegas mengenai perbuatan zina karena hal tersebut adalah 

perbuatan kotor dan keji
13

.  

  سبپلا ء وسا فحشۃ کاىو اًہ ولاتقزبواالزًی

   

Artinya zina dianggap keji menurut syara’, Akal, dan Fitrah karena 

merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau 

suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan 

melanggar tatanan lainya”. Oleh karena itu kegiatan pelacuran atau zina di dalam 

Islam telah ditetapkan mengenai hukuman bagi para pelaku zina, dengan cambuk 

delapan puluh kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi 

pelaku yang diketahui sudah menikah. Selain hukum fisik tersebut, hukuman 

moral dan sosial juga diberikan berupa diumumkan aibnya, diasingkan, tidak boleh 

dinikahi dan ditolak persaksianya. Hukuman ini lebih bersifat kepada tindakan 

preventif (pencegahan), untuk pelajaran bagi orang lain. Mengingat betapa besar 

dampak perzinaan atau pelacuran yang begitu besar dan berbahaya bagi kehidupan 

                                                           
13

Al Isra (17): 32. 
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manusia baik dalam tatanan kehidupan individu, keluarga maupun dalam 

lingkungan masyarakat.
14

 Islam juga memiliki konsep negara, pemerintahan dan 

kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam, institusi negara tidak 

lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. 

Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan 

pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. 

Meninggalkan larangan melacur/berzina tidak bisa hanya dilakukan oleh 

individu atau jama’ah sekalipun dengan cara menggerebek dan merazia, akan 

tetapi meliputi menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zina, 

sosialisasi peraturan tersebut dan memberi sanksi bagi yang melanggarnya. 

Kebijakan pemerintah daerah harus dapat dituangkan dalam bentuk 

peraturan/undang-undang, sehingga akan tampak jelas sanksi yang dikenakan bagi 

para pelanggar aturan tersebut.  

Di dalam hukum perundang-undangan Indonesia, zina diterangkan pada 

pasal 284 KUHP bahwa, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai zina apabila 

yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain dan diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan. Berarti jika orang yang melakukan 

zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak 

dipidana. Lagipula, pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang tidak 

memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak 

                                                           
14

 Suhendarsyahalfian.blogspot.com/2013/03/pengertian prostitusi, akses hari Selasa, 21 Januari 

2014 Pukul 14:19 WIB. 
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yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya). Secara 

kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, 

sebab tidak menimbulkan korban akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi 

dari kejahatan (Sociological Difinition of crime) yakni, apa yang disebut dengan 

perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian field research atau penelitian 

lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan yang meliputi 

observasi secara langsung dan wawancara terhadap para obyek terkait dengan 

pendeskriptifan kata-kata lisan yang diperoleh dari para obyek penelitian. Sifat 

penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji 

suatu fenomena secara mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu seperti penanggulangan pekerja 

seks komersial dalam Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur’an dan al-Hadis. 

2. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 
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Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di 

wilayah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon 

Progo. 

b. Data Sekunder 

Data ini didapatkan melalui studi pustaka, melakukan penelusuran data 

yang berasal dari sumber-sumber resmi seperti dari buku-buku terapan, surat 

kabar, situs internet, dan lain-lain yang terkait dengan materi penelitian. Data 

sekunder berguna untuk menambah dan menguatkan serta memperjelas 

analisis terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat mengenai studi 

tentang pekerja seks komersial. Meskipun peneliti sedikit mengalami 

kesulitan dalam hal mencari literatur studi terdahulu mengenai pekerja seks 

komersial. Akan tetapi studi-studi mengenai pekerja seks komersial tentu 

saja juga dapat membantu peneliti memperoleh data pendukung. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. 

4. Penentuan Narasumber 

Narasumber yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah pegawai 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan wilayah 

kerjanya dalam hal ini mengenai fenomena PSK di Kabupaten Kulon Progo. 

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut : 
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a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera. 

b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara 

(interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak 

yang terkait ataupun yang menangani dengan kasus ini, dalam hal ini Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Selain itu 

akan menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan 

normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan serta penelaahan 

beberapa literatur yang sesuai dengan materi yang dibahas. 

6. Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian 

akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis 

yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis 

sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti dan 

kemudian dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan. Selain itu juga memakai 

metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-

fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang 

jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang terjadi di lapangan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 
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Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada gambaran umum Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi profil, 

letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi 

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori mengenai Pekerja Seks 

Komersial dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang 

meliputi pengertian Pekerja Seks Komersial, sejarah perkembangan Pekerja Seks 

Komersial di Indonesia, ciri-ciri Pekerja Seks Komersial, faktor-faktor seseorang 

menjadi Pekerja Seks Komersial, Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Hukum 

Islam, serta kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

menanggulangi Pekerja Seks Komersial. 

Pada bab keempat, hasil penelitian yang meliputi tentang kebijakan Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam 

menanggulangi Pekerja Seks Komersial dan analisis kebijakan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi 

Pekerja Seks Komersial  perspektif hukum Islam 

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai 

kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menanggulangi Pekerja 

Seks Komersial dengan cara melancarkan operasi cipta kondisi selama tiga kali 

dalam setahun dan merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kab. Kulon Progo dengan maksud agar warga masyarakat yang 

melakukan praktek prostitusi akan takut dan tidak kembali mengulangi 

perbutannya tersebut. Akan tetapi hasil yang dicapai belum maksimal, terbukti 

pelaksana penegak hukum itu sendiri belum secara tegas menindak praktek 

prostitusi di wilyah Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan yang dikeluarkan jauh dari 

penanganan yang serius dikarenakan terbentur kurangnya faktor pendanaan, SDM, 

dan rasa kedisiplinan untuk patuh terhadap hukum. Para Pekerja Seks Komersial 

yang beroperasi di wilayah kota wates biasanya mulai keluar pukul 20:00 WIB 

hingga mereka mendapatkan klien (pelanggan). Kebanyakan dari mereka bekerja 

secara individu, biasanya mereka langsung dibawa oleh laki-laki yang 
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menginginkannya ke hotel disekitaran pantai Glagah. Setiap tahunnya presentasi 

PSK mengalami peningkatan. 

B. Saran-Saran 

Bagi penulis sendiri yang bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo yang 

tidak jauh dari kota Wates sangat perlu untuk memberikan saran-saran yang terkait 

dengan kebijakan Pemerintah mengenai Pekerja Seks Komersial, yaitu: 

a. Memiliki disiplin hukum yang tinggi dan selalu berdasar pada Pancasila 

b. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pihak Pemerintah Daerah Kota Wates 

untuk memaksimalkan seluruh sumber dayanya dalam penanggulangan 

Pekerja Seks Komersial. 

c. Perlu adanya kerja sama yang lebih antara pihak Pemerintah Daerah Kota 

Wates  dengan seluruh lapisan masyarakat untuk memudahkan jalannya 

operasional dalam upaya menanggulangi Pekerja Seks Komersial. 

d. Harus Mengadakan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat mengenai 

bahaya praktek prostitusi, seperti: 

1. Pembinaan keluarga dan rumah tangga 

2. Pembinaan ketrampilan dan usaha 

3. Pembinaan mental dan rohani secara teratur baik aparat Pemerintah 

maupun Pekerja Seks Komersial itu sendiri. 

e. Segeralah dibentuk suatu Perda yang membahas tentang Prostitusi yang 

memuat kejelasan dan ketepatan hukuman bagi pelaku prostitusi atau pemberi 
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fasilitas terhadap kegiatan tersebut secara adil dan melihat  unsur kepentingan, 

kenyamanan, kemaslahatan umum. 

f. Pembinaan sekolah, lingkungan dan masyarakat. 
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